
BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU

NOMOR 74 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLEK. KEUANGAN DAN ADMINISTRATIE

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
dan fungsi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Ermgsewu dalam melaksanakan
fungsi pambentukan peraturan daerah, pcngawasan, dan
anggaran, perlu diberikan hak-hak keuangan bagi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pnngsewu sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelakaanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2017 tentang Kedudukan Pmtnkolftr, Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu;

1 IJndang-IJndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
IBS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4932);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pemhentukan Peraturan Psrundartg-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);



4. Undang-Undang Nomar 24 Tabun 2011 tentang Badan
Penyelenggaraan Jamman Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116. Tambahan
Lembaran Negara Republik Imluneaia Nomor 5256);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) gcbagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomcr 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

7, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 3011;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah, Henganggaran dan Pertanggungjawaban
Pcnggunaan Bclanja Penunjang Operational rimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tatacara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana
Operasional;

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Kedudukan Protokoler, Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pringsewu;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN ADMINISTRATIE
KEUANGAN PIMPÏNAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang diraaksud drngan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Pringsewu.

2. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pringsewu.

4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut
disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang
memegang jabatan Ketua dan Waldl Ketua DPRD
Kabupaten Pringsewu sesuai peraturan perundang-
undangan.

5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut
disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang
memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Pringsewu
sesuai peraturan perundang-undangan.

6. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
adalah Alat Kelengkapan sebagaimajia dimaksud dalam
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pringsewu.

7. Fraksi ^dalab pengelompokan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang mencerminkan konfigurasi Partai
Politik Peserta Femilihan Umum.

8. Masa Reses adalah masa kegiatan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah diluar kegiatan masa sidang dan diluar
Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

9. SekretarLat Dewan Perwakilan. Rakyat Daerah yang
selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu.

10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris
DPRD Kabupaten Pringsewu.



11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
oleh Pemeriiitah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan Peraturar Daerah.

12. Kemampuan Keuangar Daerah adalah klasifikasi suatu
daerah untuk menentukan kelompok keraampuan
keuangan daerah yang ditetapkan berdaaarkan Peialurun
Menteri dalam Negen Nomor 62 Tahun 2017 sebagai dasar
penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensify
Tunjangan Resesdan dana Óperasional Pimpinan DPRD.

13. Kunjungan Kerja adalah pelaksanaan kunjungan Dewan
Pierwakilaii Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu dalam
rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya

14. Uang Represeritasi adalah uang yang dibenkan setiap
bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD
schubungan dcngan kedudukannya scbagai Pimpinan dan
Anggota Dewan Daerah.

15. Ohentasi Pelaksanaan Tugas b&gi Anggota DPRD
selanjutnya disebut Orientasi adalah suatu proses
pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi
anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

16. Pendataman Tugas adalah peningkatan . kemampuan
pelaksanaan tugas anggota DPRD dalam penyclcnggaraan
pemerintahan daerah dan politik dalam negeiï.

17. Pcrjalanan Dinas Dalam Negeri adalah pcijalanan ke luar
temp»! kedndukan yang dilakukan dalam wilayah
Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.

18. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan diluar gaji
pokok sebagai suplemen gajï pokok untuk mencukupi
biaya transportasi.

19. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang
disediakan berupa jaminan pemeliharaan kesehatan,
pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD,
penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan
perlengkaparmya, pemberian tunjangan perumahan,
kendaraan dinasjabatan Pimpinan DPRD.

20. Tunjangan Komunikasi Intensif selanjutnya disingkat TKI
adalah uang yang dibenkan kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan
Idnerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

21. Belanja Ffenunjang Óperasional Pimpinan adalah dana
yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk
menunjang kegiatan operaslonal yang berkaitan dengan
representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna
melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD gehari-
hari dan tidak untuk keperluan pribadi.



22. Badan Ptenyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya
diaingkat BPJS adalah Lembaga Negara yang
menyelenggarakan Jaminan Soaial baik bidarg Ketenega
kerjaan dan/atau Bidang Kesehatan pada Pimpinan DPRD
dan Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu.

23. Pemeliharaan Kesehatan adalah kegiatan pemeliharaan
kesehatan yang meEputi peningkatkan penyembuhan dan
pemullhan kesehatan.

24. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah belanja
kegiatan yang disediakan untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas, fungei dan wewenang DPRD.

25. Tenaga Ahli adalali aeseuiaug yang memenuhi syarat dan
diangkat serta diberhentikan oleh Sekretaris DPRD atas
usul Pimpman Fraksi yang membantu Fraksi dalam
melaksanakan tugas dan fungsmya.

26. Kelompck Pakar atau Tim Ahli adalah kelompok atau tim
yang memenuhi syarat dan diangkat serta diberhentikan
oleh Sekretaris DPRD atas usul Pimpinan Alat
Kelengkapan DPRD dalam mclaksanakan tugas dan dan
fungsinya.

BABU
BELANJA PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Jaminan Social Bidang

Ketenagakerjaan.

Pasal 2

(1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD beserta keluarganya
dibenkan jaminan sosial bidang kesehatan sebagaimana
diatur dalam peraturan perundangundangan yang
berlaku.

(2) Keluarga Pimpman DPRD dan Anggota DPRD yang
mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami
atau istii dan 3 (tiga) orang anak.

(3} Besamya premi Jaminan Sosial Bidang Kesehatan
dibayarkan kepada BPJS dengan ketentuan:
a. 2 % (dua persen) dipotong dari besaran gaji Pimpinan

DPR, dan Anggota DPRD perbulan;
b. 3 % (liga pensen) dibebankan pada APBD Pemerintah

Kabupaten Pringsewu.

Pasal 3

(1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD beserta keluarganya
diberikan jaminan sosial bidang Ketenagakerjaan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Penindang-
undangan yang berlaku.



(2) Rinclan premi jammen soaial bidang keLêriagakcijaan
metiputi :

a. janaitian kematian;

b. jaminan kecelakaan kerja.

(3) Besarnya premi Jaminan Sosial Bidang Ketenagakeijaan
dibayarkan kepada BPJS dengan ketentuan;

a. 2 % (dua persen) dipotong dari besaran gaji Pimpinan
DPRD dan Anggota DPRD per bülan; dan

b. 4,24% (empat koma dua puluh empat persen)
dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten
Pringeewu.

Bagian Kedua
Kendaraan Dinas

Pasal 4

(1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing l(satu) unit
kendaraan dinas jabatan.

(2) Untuk tnendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD,
disediakan kendaraan dinas operational yang dikeloh. oleh
Sekretariat DPRD.

(3) Datam hal PnnpinajL DPRD berhenti atau berakhir masa
baktinya, wajib mengembalikan kendaraan dinas jabatan
dalam keadaan balk kepada Sekretaris DPRD selaku
Pengguna Harang paling lambat 1 (satu) bulan sejak
tanggal pc-mberhcntian/bcrakhir masa baktinya.

(4) Ketentuan lebih lanjut terhadap teknis pengembalian
kendaraan dinas sebagaünana dimaksud pada ayat (3)
diatur lebih lanjut oleh SekrcUmh DPRD berdasarkan
ketentuan perundang-undangan yang berbaku.

(5) Dalam hal Anggota DPRD tidak disediakan kendaraan
dinas, dapat diberikan tunjangan transportasi sebesar Rp.
8.300.000, (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

Bagian Ketiga
Rumah Jabatan dan Rumah Dinas

Pasal 5

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan rumah
dinas/rumah jabatan.



(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan
rumah jabatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD,
kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan
Perumahan

PasalO

(1) Besamya Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ditetapkan setelah menetapkan basil
penilaian/surrey yang dilaksanakan oleh Lembaga Penilai
Publik yang Indcpenden dengan mcmpcrhatikan asas
kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serin haiga
setempat yang berlaku sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(2} Tunjangon Perumahan sebagairaana dimaksud pads ayat
(1] diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap
bulan selama 1 (satu) Tahun Anggaran yang dibebahkan
kepada APBD pads DPA Sekretanat DPRD Kabupaten
Pringaewu aebeasr;

a. Pimpinan DPRD :Rp, 10.000,000,-
(sepuluh juta rupiah)

b. Anggota DPRD : Rp. 8.000.000-
(delapanjuta rupiah)

Bagian Keempat
Rakaian Dinas

Pasal 7

(1) Pimpman DPRD dan Anggota DPRD dirediakan pakaian
dinas dengan memperhatikan kemampuan keuangan
daerah dan mempertimbangkan prinsip penghematan,
kepatutan dan kewajaran dengan berpedoman kepada
ketentuan pcraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Standar satuan haiga dan Jenis pakaian dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (l)r ditetapkan sebagai
berikut;

No Jenis Pakaian
Dinas

Besaran Biaya (Rp) / Jumlah
Per Tahun

j a s
1 Pakaian Sipil

Harian (PSH)
2.50C.000,-/pasang per tahun
2 pasang

2 Pakaian Sipil
Resmi (PSR)

3.000.000,- /pasang per tahun
1 pasang

3 Pakaian sipil
lengkap (PSL)

3.500.000,-/pasang per lima tahun
2 pasang

4 Pakaian Dinas
Harian ( FDH)

1.600.000,- /pasang per tahun
1 pasang

5 Pakaian Khas
Daerah

3 500.000,-/pa&ang per tahun
1 pasang



Bagian Kslima
Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah

Pasal 8

Dalam hal Ptmplnan DPRD, dan/atau Anggota DPRD
meninggal dunia, kepada ahH warignya dit-wrik^n:

a. wang duka aebeaar 2 (dua) kali uang representasi apabila
meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugaö, atau
diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang
representasi apabila meninggal dunia sedang dalam
menjalankan tugas; dan

b. untuk keperluan pengurusan dan pemakaman jenazah
diberikan bantuan biaya sebesar Rp. 3.000.000,- (üga juta
rupiah).

BAB HI
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN

DPRD

Bagian Kesatu
Belanja Kegiatan

Pasal 9

(1) Untuk mendukung kelancaian tugas, fungsi dan
wewenang DPRD disediakan belanja pcminjang kegiatan.

{2) Belanja pcnunjang kegiatan DPRD sebagaimEuia dimaksud
pada ayat [IJ, disusun berdasarkan rencana keija yang
ditetapkan. Pimpinan DPRD, dapat berupa kegiatan.
a. rapat-rapat;
b. pengkajian dan penelaahan rancangan peraturan

daerah prakarea eksekutif;
c penyiapan, pengkajian, pembahasan, perumusan dan

sosiaüsasi rancangan peraturan daerah usul inisiatif
DPRD;

d. penyusunan, pembahasan dan penetapan Keputusan
DPRD;

e. kunjungan keija;
f. peningk&tan kapaaitas dan profesionalisme;
g. koordlnasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan

kemasyarakateji;
h. pengnwaean;
i. reses; dan
j. kegiatan kepaniti^an.

(3) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat menghadiri undangan
Asosiaai DPRD



Bagian Kedua
Oriëntaal dan Pendakunan Tggas

Pasal 10

(1) Dalam rangka pcningkatan pemaliainan Anggota DPRD
guna menjalankan tugas, fungsi, hak dan kewajiban
sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah
berhak mengikuti:
a. Oriëntaal;
b. Pendalaman tugas, antara lain:

1 . pendidikan dan pelatihan;
2. bimbingau teknis;
3.workshop;
4. seminar; dan
5.kegiatan sejenia yang diselenggarakan berdasarkan

ketentuan pcraturan pcrundang-unJangan.

(2) Kegiatan oriëntaal aebagaimana, dimakaud pada ayat (1)
huruf a, düaksanakan oleh Anggota DPRD setelah dilantik,
sekali dalam masa jabatan.

(3) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan hal-hal
sebagai beiikut:
« bcaamya biaya yang diberikan untuk mengikuti

kegiatan kegiatan dimaksud sesuai dan bcrpcdoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku; dan

b. biaya yang diberikan termaauk biaya untuk setoran
atau kcntribusi yang dibuktikan dengan undangan
yang diterima.

(4) Pelaksanaan pemberian biaya mengikuti kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

(5) Untuk menambah informasi dan menyerap aspirasi bagi
Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan bantuan
surat kabar harian atau mingguan balk daerah maupun
naaional.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 11

Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan Pengawasan
tcrhadap.
a. pelaksanaan peraturan daerah;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;



c. tindak lanjut basil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuaugeji Republik Indonesi; dan

d. tindak lanjut penyampaian asphasi masyarakal.

Ragian Keempat
Pengelompokan Keniampuan Keuangan Daerah

Pasal 12

(1 ) Kemampuan keuangan daerah teidiri atas 3 (tiga)
kelompok yaitu :
a. tinggi;
b. sedang; dan
c. rendah.

(2) Kemampuan keuangan daerah untuk Kabupaten
Pringsewu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikelompokkan dalam kelompok sedang.

Bagian Kelitna
Tunjangan Komurdkasi Intensif

Pasal 13

11 ) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan TKI aetiap bulan.
12) Tunjangan komunikasi insentif bagi Pimpinan DPRD dan

Anggota DPRD diberikan paling banyak 5 (lima) kali uang
representasi ketua DPRD.

Bagian Keenam
Reses

Pasal 14

U) Kegiatan Rests dilaksanakan 3 [tiga) kali dalam satu
tahun paling lama 4 (empat) hari ketja dalam 1 (satu) kali
reses.

|2) Tunjangan reses ba® Pimpinan dan Anggota DPRD
diberikan paling banyak aebesar 5 jlima) kali uang
representasi ketua DPRD.

P) PéLaksanaan kegiatan reses dilakukan secara
perseorangan atau berkdompok sesuai dengan daerah
pemiHhaii masing-masing Anggota DPRD dan disediakan
biaya penduknng kegintan untuk 1 (satu) kali reses per
anggota DPRD dengan menyesuaikan dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

J4) Anggota DPRD yang menggunakan biaya reses wajïb
untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan
penggunaan dana kegiatannya.



Bagian Ketujuh
Dana Operational

Pasal 15

(1) Untuk kelancaran togas Pimpinan DPRD dapat diberlkan
Dans Operational

[2} Dana Operasional Ketua DPRD diberikan paling banyak 4
(cmpat) kali uang representasi ketua DPRD.

(3) Dana Operasional Wakil Ketua DPRD masing-masing
disediakan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali jumJah
uang representant wakil ketua DPRD.

Pasal 16

Pcmbcrian Dana Operasiunal scbagaimaria dimakaud dalam
Pasal 17 diberikan setiap bulan dengan ketentuan:
a. 30 % (delapan puluh persen) diberikan secora eekaligus

untuk semua biaya atau disebut lumpsum,' dan
b» 20 % [dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana

operational lainnya.

Pasal 17

Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operational,
Pimpinan DPRD wajib menandatangani fakta integritas yang
menjelaskan penggunaan dana eesual dengan
keperuntukarmya.

Bagian Kedelapan
Tenaga Ahli, dan Kelompok Pakttr atau Tim Ahli

Pasal 18

{1) Untuk mcndukung kelancaran tugas dan fungsi fraksi
disediakan Tenaga Ahli

(2) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Alat
Kelengkapan DPRD disediakan Kekunpok Pakar atau Tim
Ahü

(3) Tenaga Ahü, Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana
dimakaud pads ayat (1) dan ajat (2) sesual dengan
keahlian dibidang perancangan

(4) Bagi Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli paling
sedikit harua memenulii syarat antara lain;
a. bcrpcndidikan aerendah-rendahnya Strata 1 (Si)

dengan pengalaman kerja paling aedikit 3 (tiga) tabun,
berpendidikan Strata 2 (S2) dengan pengalaman kega
paling sedikit 2 (dua) tahun, atau Strata 3 S3| dengan
ptmgplamHii kcija paling sedikit 1 (aatu) tahun;



b. menguasai bidang pemerintalian atau bidang yang
diperlukan; dan

c. menguasai tuga» dan fungsi Dewan Ptrwakilan Rakyat
Daerah.

(5) Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli
scbagpimana pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan
diberhentikaTi oleh Sekretaris DPRD atas usul Pimpitian
Fraksi atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.

(6) Jumlah Tenaga Ahli tcrdiri dari:
a, jumlah untuk Frakai masing-masing 1 (satu) orang

Tenaga Ahli; dan
b. jumlah untuk kelompok Pakar atau Tim Ahli paling

banyak sesuai dengan jumlah Alat Kelengkapan DPRD.

(7) Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli
sebagaimana riimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diberikan honorarium sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta
lima ratus ribu rupiah) perorang/ per hulan.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 19

(1) Setiap anggaran Sekretariat DPRD yang dikehiarkan dan
diterima oleh Pnnpinan DPRD dan Anggota DPRD untuk
digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenatig
dan kegiatan, maka kepada yang beraangkuLan diwajibkan
memberilcan laporan kegiatan atau b&sil ksrja secara
keseluruhan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban
keuangan kepada Sekretaris DPRD melalui Pimpinan
DPRD.

(2) Laporan pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan pada
Sekrrtariat DPRD.

(3) Apabila laporan pertanggungjawaban keuangan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat
diperuhi atau diselesaikan oleh yang bersangkutan, maka
Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD
dapat menangguhkan atau tidak melakukan pembayaran
alas hal tertrntu yang menjadi hak Pimpinan DPRD atau
Anggota DPRD yang bersangkutan untuk kegiatan
berikutnya.

(4) Semua pcugcluaian daerah yang diterima oleh Pimpinaan
DPRD dan Anggota DPRD diluar penghasilan tetap dan
peijalanan dinas dipungut pajak sesuai ketentuan
perundang-undangan.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahlcan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Darrah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringacwu
pada tanggal 4 September 2017

BUPATI PRWGSEWU,

dto

j^UJAUl

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 4 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRTNGSEWU,

dto

Au BUDÏMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017
NQMOR 34

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum

Sekretariat Daerah Kabup^ten Pringsewu,

WASKIT O SURYANTO,S.H.,S.IP.,M.H
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